
BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN  2014

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa tanah yang difungsikan
sebagai lahan perkebunan
merupakan karunia dan rahmat
Allah SWT, yang dianugerahkan
kepada Bangsa Indonesia, karenanya
wajib disyukuri, dikelola, dan
dimanfaatkan secara optimal,
berwawasan lingkungan,
berkelanjutan dan terpadu, untuk
sebesar-besarnya kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara
berkeadilan sesuai dengan prinsip
dasar yang terkandung dalam
Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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b. bahwa usaha perkebunan
merupakan salah satu kegiatan
ekonomi yang berperan dalam
peningkatan pendapatan masyarakat
dan daerah, dan di wilayah
Kabupaten Bandung mempunyai
potensi yang besar dalam
pengembangan usaha perkebunan
dan industri perkebunan, sehingga
perlu dilakukan penataan,
pengaturan, pembinaan dan
pengawasan serta pengendalian
melalui mekanisme sistem perizinan
usaha perkebunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perizinan Usaha
Perkebunan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 2043);

3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang–Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian
(Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistem
(Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 1990  Nomor 49,
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Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budaya
Tanaman (Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3476);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1994 tentang Pengesahan United
Nation Convention on Biological
Diversity Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai
Keanekaragaman Hayati (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3556);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3817);
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9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4412);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);


